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Bab I: Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Perspektif Islam
Bab ini bertujuan meletakkan fondasi teoretis dan filosofis mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari sudut pandang ajaran Islam. Pembahasan ini akan merujuk pada literatur pendidikan, psikologi, dan kajian fiqih kontemporer, untuk menjembatani konsep modern tentang disabilitas dengan narasi spiritual dan hukum Islam.

1.1. Definisi dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Sub bab ini akan menguraikan pemahaman dasar mengenai ABK dari kacamata ilmiah dan pendidikan, yang kemudian menjadi basis untuk telaah dalam perspektif Islam.
1.1.1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Secara Umum
1.1.1.1. Definisi Konvensional: ABK didefinisikan sebagai individu yang secara signifikan berbeda dalam dimensi fungsi kemanusiaan yang penting, baik secara fisik, psikologis, kognitif, maupun sosial-emosional, yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mencapai potensi maksimalnya (Kauffman, 2006; Heward, 2013).
1.1.1.2. Fokus pada Kebutuhan Khusus: Istilah "berkebutuhan khusus" (Special Needs) menekankan pada pelayanan yang dibutuhkan alih-alih pada kekurangan atau kecacatan (disability), menandakan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial dalam pendidikan.
1.1.1.3. Pentingnya Layanan Intensif: Anak-anak ini membutuhkan pendekatan, fasilitas, dan kurikulum yang dimodifikasi secara lebih intensif, baik bersifat sementara (temporary) maupun menetap (permanent), dibandingkan dengan anak sebaya pada umumnya (Ilahi, 2017).
1.1.1.4. Keterbatasan dan Kelebihan: Definisi ini mencakup anak yang mengalami hambatan (seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita) dan juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa (gifted and talented), karena keduanya memerlukan penanganan khusus (Efendi, 2017).
1.1.1.5. Sudut Pandang Legal dan Pendidikan di Indonesia: Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, ABK disebut sebagai peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang berhak mendapatkan pendidikan khusus.
1.1.2. Klasifikasi ABK Menurut Standar Pendidikan Modern
1.1.2.1. Kelompok Kelainan Fisik/Sensorik: Meliputi Tunanetra (gangguan penglihatan), Tunarungu (gangguan pendengaran), Tunadaksa (gangguan anggota gerak/motorik), dan Tunarungu-Wicara (Permendiknas No. 70 Tahun 2009).
1.1.2.2. Kelompok Kelainan Intelektual dan Belajar: Mencakup Tunagrahita (hambatan intelektual di bawah rata-rata), Lamban Belajar (Slow Learner), dan Kesulitan Belajar Spesifik (Specific Learning Disabilities seperti disleksia).
1.1.2.3. Kelompok Kelainan Emosi dan Perilaku: Termasuk Tunalaras (gangguan emosi dan perilaku), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan gangguan kecemasan yang parah.
1.1.2.4. Kelompok Kelainan Perkembangan Pervasif: Meliputi Autisme (Autism Spectrum Disorder - ASD), yang ditandai dengan hambatan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku berulang.
1.1.2.5. Kelompok Lain yang Membutuhkan Layanan Khusus: Meliputi anak dengan gangguan kesehatan kronis (seperti cerebral palsy, leukimia), kelainan ganda, dan Anak Berbakat/Cerdas Istimewa (Gifted and Talented).
1.1.2.6. Klasifikasi Berdasarkan Derajat: Misalnya, tunagrahita diklasifikasikan berdasarkan IQ (ringan, sedang, berat) dan tunarungu diklasifikasikan berdasarkan derajat ambang dengar (ringan, sedang, berat, sangat berat).
1.1.3. Terminologi ABK dalam Literatur Keagamaan Islam
1.1.3.1. Istilah Deskriptif dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an menggunakan istilah deskriptif yang merujuk pada kondisi disabilitas fisik, seperti $a^{\prime}m\bar{a}$ (buta), $a^{\prime}raj$ (pincang/cacat kaki), $a\text{s}am$ (tuli), dan $abkam$ (bisu) (Q.S. An-Nur: 61; Q.S. Al-Fath: 17).
1.1.3.2. $Uli al-\text{D}\text{arar}$ (Orang yang Memiliki Bahaya/Keterbatasan): Istilah ini lebih komprehensif, merujuk kepada individu yang memiliki kondisi permanen yang menghalangi mereka dari kewajiban tertentu, seringkali dalam konteks jihad atau keringanan hukum (Q.S. An-Nisa: 95).
1.1.3.3. $Ahlu al-\text{U}\text{d}z\text{r}$ (Orang-orang yang Mendapat Keringanan): Istilah yang lazim dalam Fiqih, merujuk pada siapa pun yang memiliki halangan (fisik, mental, atau kesehatan) yang menyebabkan mereka mendapatkan $rukh\text{sah}$ (keringanan) dalam menjalankan ibadah.
1.1.3.4. Konteks Negatif Metaforis: Beberapa istilah (seperti $a^{\prime}m\bar{a}$, $a\text{s}am$, $abkam$) juga digunakan Al-Qur'an secara metaforis untuk merujuk pada orang yang enggan menerima kebenaran meskipun memiliki indra fisik yang berfungsi, menekankan pentingnya fungsi hati dan akal (Q.S. Al-Baqarah: 18).
1.1.3.5. $Majn\bar{u}n$ dan $Saf\bar{i}h$: Istilah fiqih yang merujuk pada hambatan intelektual, di mana $majn\bar{u}n$ (gila) merujuk pada hilangnya akal, dan $saf\bar{i}h$ merujuk pada kelemahan akal dalam mengelola harta (sering dikaitkan dengan tunagrahita berat atau mental retardasi), yang implikasinya berkaitan dengan $takl\bar{i}f$ (beban hukum).
1.1.4. Batasan dan Cakupan ABK dalam Kajian Fiqih
1.1.4.1. Prinsip Taklīf bi Qadr al-Istithā’ah: Prinsip utama dalam Fiqih adalah bahwa seseorang hanya dibebani hukum sesuai dengan kemampuannya (Q.S. Al-Baqarah: 286). Ini merupakan landasan bagi penyesuaian ibadah ABK.
1.1.4.2. Batasan Tamyīz (Daya Pembeda): Fiqih menggunakan batasan tamyīz (umumnya usia 7 tahun) dan $bul\bar{u}gh$ (kedewasaan) sebagai penentu $mukallaf$ (orang yang dibebani hukum wajib). ABK, terutama tunagrahita berat, yang tidak mencapai tamyīz atau bulūgh secara fungsional, tidak dibebani kewajiban ibadah formal.
1.1.4.3. Konsep Rukhsah (Keringanan Hukum): Kondisi disabilitas menjadi sebab sahnya rukhsah dalam ibadah. Contohnya, shalat sambil duduk/berbaring bagi tunadaksa, atau keringanan puasa bagi yang sakit kronis (dapat mengganti dengan fidyah).
1.1.4.4. Implikasi Hukum Sosial: Kondisi safīh atau majnūn pada ABK memiliki implikasi hukum pada ranah muamalah, seperti pembatasan hak mengelola harta (hajr) demi perlindungan diri sendiri, di mana perwalian (wal\bar{i}) atau perwakilan menjadi sah.
1.1.4.5. Kewajiban Pendidikan: Meskipun taklīf ibadah formal diringankan, Fiqih tetap menekankan kewajiban mendidik ABK, setidaknya pada aspek akidah, akhlak dasar, dan mu'amalah (interaksi sosial) sesuai batas kemampuan mereka.
1.1.5. Memahami Disabilitas dari Sudut Pandang Islam
1.1.5.1. Disabilitas sebagai Ciptaan dan Takdir Ilahi: Islam memandang segala kondisi, termasuk disabilitas, sebagai bagian dari $Qad\bar{a}^{\prime}$ dan $Qadar$ Allah SWT. Hal ini meniscayakan *penerimaan (rid\bar{a}^{\prime}$) dan penghindaran stigmatisasi bahwa disabilitas adalah hukuman atau kutukan (Sahara, 2020).
1.1.5.2. Ujian (Ibtilā’) dan Peningkatan Derajat: Disabilitas dipandang sebagai $ibtil\bar{a}^{\prime}$ (ujian) bagi individu yang menyandangnya maupun bagi keluarga, yang apabila dihadapi dengan kesabaran (sabr) dan syukur (shukr) akan menghasilkan $ajr$ (pahala besar) dan meninggikan derajat spiritual.
1.1.5.3. Kesetaraan Martabat Kemanusiaan (Karāmah Insāniyah): Ajaran Islam menegaskan kesetaraan martabat semua manusia, di mana yang membedakan di sisi Allah hanyalah $taqw\bar{a}$ (ketakwaan), bukan kondisi fisik atau mental (Q.S. Al-Hujurat: 13). Insiden Q.S. $`Abasa$ menjadi bukti historis Rasulullah SAW menghormati tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum.
1.1.5.4. Dimensi Sosial Disabilitas (Model Sosial Fiqih): Seperti pandangan NU (Nahdlatul Ulama) kontemporer, disabilitas lebih dianggap sebagai persoalan sosial yang muncul akibat hambatan lingkungan yang tidak aksesibel (fisik, informasi, sikap), bukan semata persoalan medis. Fiqih Disabilitas menekankan pada penguatan hak-hak (H\text{u}q\bar{u}qul Ins\bar{a}n) ABK.
1.1.5.5. Konsep Rahmatan lil 'Ālamīn: Perlindungan dan pelayanan kepada ABK merupakan bagian integral dari implementasi ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, menuntut komunitas Muslim untuk proaktif dalam memberikan dukungan.
1.1.6. Perbedaan ABK Temporer dan Permanen dalam Tinjauan Syariah
1.1.6.1. ABK Permanen (Dā’im): Merupakan kondisi yang menetap dan diperkirakan tidak dapat pulih sepenuhnya (seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita berat). Dalam Syariah, kondisi permanen ini mendasari status ahlul `udzr seumur hidup dan perlakuan hukum khusus, seperti keringanan ibadah dan penentuan wal\bar{i} harta.
1.1.6.2. ABK Temporer (Mu’aqqat): Merupakan kondisi yang sementara (seperti gangguan emosi akibat trauma, sakit akut, atau kesulitan belajar spesifik). Keringanan hukum (rukhsah) yang berlaku bersifat sementara, dan kewajiban hukum (takl\bar{i}f) akan kembali penuh setelah kondisi temporer berakhir.
1.1.6.3. Implikasi Rukhsah: Untuk ABK permanen, rukhsah bersifat berkelanjutan (misalnya shalat dengan isyarat). Untuk ABK temporer, rukhsah bersifat terikat waktu, misalnya keringanan puasa hanya saat sakit, namun wajib diqadha' setelah sembuh.
1.1.6.4. Fokus Pendidikan: Untuk ABK permanen, pendidikan difokuskan pada kemandirian fungsional dan ibadah adaptif. Untuk ABK temporer, fokusnya adalah pada intervensi dan rehabilitasi intensif agar anak dapat kembali ke sistem pendidikan reguler sesegera mungkin.
1.1.6.5. Kaitan dengan Al-Marad Al-Mustamirr (Sakit Berkelanjutan): Konsep ABK permanen sering disamakan dengan kondisi al-marad al-mustamirr dalam fiqih ibadah, yang memberikan $rukhsah$ penggantian (misalnya fidyah bagi yang sakit permanen dan tidak mampu berpuasa, bukan qadha').






Bab I: Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Perspektif Islam
Bab ini bertujuan meletakkan fondasi teoretis dan filosofis mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari sudut pandang ajaran Islam. Pembahasan ini akan merujuk pada literatur pendidikan, psikologi, dan kajian fiqih kontemporer, untuk menjembatani konsep modern tentang disabilitas dengan narasi spiritual dan hukum Islam.

1.1. Definisi dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Sub bab ini akan menguraikan pemahaman dasar mengenai ABK dari kacamata ilmiah dan pendidikan, yang kemudian menjadi basis untuk telaah dalam perspektif Islam.
1.1.1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Secara Umum
1.1.1.1. Definisi Konvensional: ABK didefinisikan sebagai individu yang secara signifikan berbeda dalam dimensi fungsi kemanusiaan yang penting, baik secara fisik, psikologis, kognitif, maupun sosial-emosional, yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mencapai potensi maksimalnya (Kauffman, 2006; Heward, 2013).
1.1.1.2. Fokus pada Kebutuhan Khusus: Istilah "berkebutuhan khusus" (Special Needs) menekankan pada pelayanan yang dibutuhkan alih-alih pada kekurangan atau kecacatan (disability), menandakan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial dalam pendidikan.
1.1.1.3. Pentingnya Layanan Intensif: Anak-anak ini membutuhkan pendekatan, fasilitas, dan kurikulum yang dimodifikasi secara lebih intensif, baik bersifat sementara (temporary) maupun menetap (permanent), dibandingkan dengan anak sebaya pada umumnya (Ilahi, 2017).
1.1.1.4. Keterbatasan dan Kelebihan: Definisi ini mencakup anak yang mengalami hambatan (seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita) dan juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa (gifted and talented), karena keduanya memerlukan penanganan khusus (Efendi, 2017).
1.1.1.5. Sudut Pandang Legal dan Pendidikan di Indonesia: Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, ABK disebut sebagai peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang berhak mendapatkan pendidikan khusus.
1.1.2. Klasifikasi ABK Menurut Standar Pendidikan Modern
1.1.2.1. Kelompok Kelainan Fisik/Sensorik: Meliputi Tunanetra (gangguan penglihatan), Tunarungu (gangguan pendengaran), Tunadaksa (gangguan anggota gerak/motorik), dan Tunarungu-Wicara (Permendiknas No. 70 Tahun 2009).
1.1.2.2. Kelompok Kelainan Intelektual dan Belajar: Mencakup Tunagrahita (hambatan intelektual di bawah rata-rata), Lamban Belajar (Slow Learner), dan Kesulitan Belajar Spesifik (Specific Learning Disabilities seperti disleksia).
1.1.2.3. Kelompok Kelainan Emosi dan Perilaku: Termasuk Tunalaras (gangguan emosi dan perilaku), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan gangguan kecemasan yang parah.
1.1.2.4. Kelompok Kelainan Perkembangan Pervasif: Meliputi Autisme (Autism Spectrum Disorder - ASD), yang ditandai dengan hambatan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku berulang.
1.1.2.5. Kelompok Lain yang Membutuhkan Layanan Khusus: Meliputi anak dengan gangguan kesehatan kronis (seperti cerebral palsy, leukimia), kelainan ganda, dan Anak Berbakat/Cerdas Istimewa (Gifted and Talented).
1.1.2.6. Klasifikasi Berdasarkan Derajat: Misalnya, tunagrahita diklasifikasikan berdasarkan IQ (ringan, sedang, berat) dan tunarungu diklasifikasikan berdasarkan derajat ambang dengar (ringan, sedang, berat, sangat berat).
1.1.3. Terminologi ABK dalam Literatur Keagamaan Islam
1.1.3.1. Istilah Deskriptif dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an menggunakan istilah deskriptif yang merujuk pada kondisi disabilitas fisik, seperti $a^{\prime}m\bar{a}$ (buta), $a^{\prime}raj$ (pincang/cacat kaki), $a\text{s}am$ (tuli), dan $abkam$ (bisu) (Q.S. An-Nur: 61; Q.S. Al-Fath: 17).
1.1.3.2. $Uli al-\text{D}\text{arar}$ (Orang yang Memiliki Bahaya/Keterbatasan): Istilah ini lebih komprehensif, merujuk kepada individu yang memiliki kondisi permanen yang menghalangi mereka dari kewajiban tertentu, seringkali dalam konteks jihad atau keringanan hukum (Q.S. An-Nisa: 95).
1.1.3.3. $Ahlu al-\text{U}\text{d}z\text{r}$ (Orang-orang yang Mendapat Keringanan): Istilah yang lazim dalam Fiqih, merujuk pada siapa pun yang memiliki halangan (fisik, mental, atau kesehatan) yang menyebabkan mereka mendapatkan $rukh\text{sah}$ (keringanan) dalam menjalankan ibadah.
1.1.3.4. Konteks Negatif Metaforis: Beberapa istilah (seperti $a^{\prime}m\bar{a}$, $a\text{s}am$, $abkam$) juga digunakan Al-Qur'an secara metaforis untuk merujuk pada orang yang enggan menerima kebenaran meskipun memiliki indra fisik yang berfungsi, menekankan pentingnya fungsi hati dan akal (Q.S. Al-Baqarah: 18).
1.1.3.5. $Majn\bar{u}n$ dan $Saf\bar{i}h$: Istilah fiqih yang merujuk pada hambatan intelektual, di mana $majn\bar{u}n$ (gila) merujuk pada hilangnya akal, dan $saf\bar{i}h$ merujuk pada kelemahan akal dalam mengelola harta (sering dikaitkan dengan tunagrahita berat atau mental retardasi), yang implikasinya berkaitan dengan $takl\bar{i}f$ (beban hukum).
1.1.4. Batasan dan Cakupan ABK dalam Kajian Fiqih
1.1.4.1. Prinsip Taklīf bi Qadr al-Istithā’ah: Prinsip utama dalam Fiqih adalah bahwa seseorang hanya dibebani hukum sesuai dengan kemampuannya (Q.S. Al-Baqarah: 286). Ini merupakan landasan bagi penyesuaian ibadah ABK.
1.1.4.2. Batasan Tamyīz (Daya Pembeda): Fiqih menggunakan batasan tamyīz (umumnya usia 7 tahun) dan $bul\bar{u}gh$ (kedewasaan) sebagai penentu $mukallaf$ (orang yang dibebani hukum wajib). ABK, terutama tunagrahita berat, yang tidak mencapai tamyīz atau bulūgh secara fungsional, tidak dibebani kewajiban ibadah formal.
1.1.4.3. Konsep Rukhsah (Keringanan Hukum): Kondisi disabilitas menjadi sebab sahnya rukhsah dalam ibadah. Contohnya, shalat sambil duduk/berbaring bagi tunadaksa, atau keringanan puasa bagi yang sakit kronis (dapat mengganti dengan fidyah).
1.1.4.4. Implikasi Hukum Sosial: Kondisi safīh atau majnūn pada ABK memiliki implikasi hukum pada ranah muamalah, seperti pembatasan hak mengelola harta (hajr) demi perlindungan diri sendiri, di mana perwalian (wal\bar{i}) atau perwakilan menjadi sah.
1.1.4.5. Kewajiban Pendidikan: Meskipun taklīf ibadah formal diringankan, Fiqih tetap menekankan kewajiban mendidik ABK, setidaknya pada aspek akidah, akhlak dasar, dan mu'amalah (interaksi sosial) sesuai batas kemampuan mereka.
1.1.5. Memahami Disabilitas dari Sudut Pandang Islam
1.1.5.1. Disabilitas sebagai Ciptaan dan Takdir Ilahi: Islam memandang segala kondisi, termasuk disabilitas, sebagai bagian dari dan $Qadar$ Allah SWT. Hal ini meniscayakan *penerimaan (rid\bar{a}^{\prime}$) dan penghindaran stigmatisasi bahwa disabilitas adalah hukuman atau kutukan (Sahara, 2020).
1.1.5.2. Ujian (Ibtilā’) dan Peningkatan Derajat: Disabilitas dipandang sebagai (ujian) bagi individu yang menyandangnya maupun bagi keluarga, yang apabila dihadapi dengan kesabaran (sabr) dan syukur (shukr) akan menghasilkan $ajr$ (pahala besar) dan meninggikan derajat spiritual.
1.1.5.3. Kesetaraan Martabat Kemanusiaan (Karāmah Insāniyah): Ajaran Islam menegaskan kesetaraan martabat semua manusia, di mana yang membedakan di sisi Allah hanyalah $taqw\bar{a}$ (ketakwaan), bukan kondisi fisik atau mental (Q.S. Al-Hujurat: 13). Insiden Q.S. $`Abasa$ menjadi bukti historis Rasulullah SAW menghormati tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum.
1.1.5.4. Dimensi Sosial Disabilitas (Model Sosial Fiqih): Seperti pandangan NU (Nahdlatul Ulama) kontemporer, disabilitas lebih dianggap sebagai persoalan sosial yang muncul akibat hambatan lingkungan yang tidak aksesibel (fisik, informasi, sikap), bukan semata persoalan medis. Fiqih Disabilitas menekankan pada penguatan hak-hak (H\text{u}q\bar{u}qul Ins\bar{a}n) ABK.
1.1.5.5. Konsep Rahmatan lil 'Ālamīn: Perlindungan dan pelayanan kepada ABK merupakan bagian integral dari implementasi ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, menuntut komunitas Muslim untuk proaktif dalam memberikan dukungan.
1.1.6. Perbedaan ABK Temporer dan Permanen dalam Tinjauan Syariah
1.1.6.1. ABK Permanen (Dā’im): Merupakan kondisi yang menetap dan diperkirakan tidak dapat pulih sepenuhnya (seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita berat). Dalam Syariah, kondisi permanen ini mendasari status ahlul `udzr seumur hidup dan perlakuan hukum khusus, seperti keringanan ibadah dan penentuan wal\bar{i} harta.
1.1.6.2. ABK Temporer (Mu’aqqat): Merupakan kondisi yang sementara (seperti gangguan emosi akibat trauma, sakit akut, atau kesulitan belajar spesifik). Keringanan hukum (rukhsah) yang berlaku bersifat sementara, dan kewajiban hukum (takl\bar{i}f) akan kembali penuh setelah kondisi temporer berakhir.
1.1.6.3. Implikasi Rukhsah: Untuk ABK permanen, rukhsah bersifat berkelanjutan (misalnya shalat dengan isyarat). Untuk ABK temporer, rukhsah bersifat terikat waktu, misalnya keringanan puasa hanya saat sakit, namun wajib diqadha' setelah sembuh.
1.1.6.4. Fokus Pendidikan: Untuk ABK permanen, pendidikan difokuskan pada kemandirian fungsional dan ibadah adaptif. Untuk ABK temporer, fokusnya adalah pada intervensi dan rehabilitasi intensif agar anak dapat kembali ke sistem pendidikan reguler sesegera mungkin.
1.1.6.5. Kaitan dengan Al-Marad Al-Mustamirr (Sakit Berkelanjutan): Konsep ABK permanen sering disamakan dengan kondisi al-marad al-mustamirr dalam fiqih ibadah, yang memberikan $rukhsah$ penggantian (misalnya fidyah bagi yang sakit permanen dan tidak mampu berpuasa, bukan qadha').







BAB I KONSEP DASAR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM PERSPEKTIF ISLAM
1.1 Definisi dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
1.1.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Secara Umum
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merujuk pada individu anak yang memiliki kebutuhan pendidikan dan layanan khusus yang berbeda dari rata-rata anak seusianya karena perbedaan kemampuan fisik, mental-intelektual, sosial, atau emosional. Secara umum dalam literatur pendidikan, ABK diartikan sebagai anak yang membutuhkan layanan pendidikan lebih intensif dan spesifik dibandingkan dengan anak pada umumnya agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Definisi ini mencakup perbedaan karakter dan kemampuan yang tidak hanya bersifat kekurangan, tetapi juga kondisi unik yang memerlukan penyesuaian kurikulum dan metode belajar yang sesuai. LYAS Publisher+1
Pengertian tersebut juga didukung oleh kajian psikologi pendidikan yang menunjukkan bahwa ABK melibatkan beragam profil kebutuhan belajar, termasuk hambatan sensory, perkembangan kognitif, dan perilaku yang memengaruhi proses belajar. CORE
Dengan demikian, dari perspektif umum, ABK tidak terdefinisi sebagai sekadar kelainan, tetapi sebagai kondisi yang memerlukan pendekatan pedagogi khusus, dukungan layanan, dan adaptasi layanan pendidikan untuk mengakomodasi kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak.

1.1.2 Klasifikasi ABK Menurut Standar Pendidikan Modern
Dalam pendidikan modern, klasifikasi ABK mencakup beberapa kategori utama berdasarkan karakteristik kebutuhan mereka, antara lain:
1. Tunanetra – hambatan visual.
2. Tunarungu – hambatan pendengaran.
3. Tunagrahita – keterlambatan intelektual.
4. Tunadaksa – gangguan fisik atau motorik.
5. Gangguan Sosial-Emosional – seperti autisme dan disleksia.
6. Anak berbakat/berpotensi istimewa – kemampuan di atas rata-rata yang memerlukan layanan khusus untuk pengembangannya.
Jenis-jenis ini menggambarkan bahwa disabilitas dan kebutuhan khusus dapat bersifat multi-dimensional, mencakup fisik, kognitif, emosional, maupun potensi istimewa yang tidak selalu berkaitan dengan “kekurangan.” Hal ini konsisten dengan kajian pendidikan inklusif yang menekankan individualisasi layanan pendidikan sesuai kebutuhan. LYAS Publisher
Klasifikasi tersebut memberikan dasar bagi pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat, termasuk penyesuaian kurikulum, media pembelajaran, serta dukungan profesional seperti guru pembimbing khusus dan terapis pendidikan.

1.1.3 Terminologi ABK dalam Literatur Keagamaan Islam
Dalam literatur keagamaan Islam, istilah ABK jarang disebut secara terminologis eksplisit dalam sumber klasik, tetapi ajaran Islam mengakui keberadaan dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi terhadap keterbatasan atau kemampuan unik. Islam secara teologis memandang disabilitas bukan sebagai kutukan atau pengurangan dari nilai kemanusiaan seseorang, melainkan sebagai bagian dari takdir Allah yang bernilai dan mengandung hikmah. Studi kontemporer Islam menegaskan bahwa ajaran Al-Qur’an dan Hadis menempatkan orang dengan disabilitas sebagai bagian utuh dari umat dengan hak-hak penuh termasuk pendidikan dan partisipasi sosial. IJELS
Dalam tradisi Islam, pandangan ini tercermin dalam perlakuan Nabi Muhammad ﷺ terhadap individu dengan kebutuhan khusus serta prinsip-prinsip keadilan (‘adl), kasih sayang (rahmah), dan kesetaraan (musawah), yang menjadi landasan etika termasuk dalam pendidikan. Zia Mulla Sadra Journal

1.1.4 Batasan dan Cakupan ABK dalam Kajian Fiqih
Kajian fiqih kontemporer mulai membahas hak-hak pendidikan dan perlakuan terhadap anak dengan disabilitas dalam kerangka hukum Islam yang manusiawi. Fiqih modern menekankan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan layanan sosial yang wajar, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau kognitifnya, selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) yang mendorong inklusivitas dalam ibadah, pendidikan, dan kehidupan sosial. IJELS
Kajian fiqih juga memperluas cakupan pendidikan untuk mencakup beragam kebutuhan individual termasuk metode ajar yang adil dan sesuai dengan kondisi anak, sehingga tidak terjadi penekanan paksaan dalam proses belajar yang bertentangan dengan kemaslahatan anak itu sendiri.

1.1.5 Memahami Disabilitas dari Sudut Pandang Islam
Dari perspektif Islam, disabilitas tidak dilihat sebagai stigma, tetapi sebagai manifestasi dari ujian dan pilihan Allah untuk individu tertentu yang dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan spiritual, keikhlasan, dan pemurnian akhlak. Ajaran Islam menekankan pentingnya perlakuan bermartabat, penghormatan, dan inklusi sosial terhadap individu dengan kebutuhan khusus, dengan prinsip bahwa setiap manusia memiliki potensi ibadah dan kontribusi sosial yang bermakna. IJELS
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam Islam tidak hanya bertujuan pada aspek akademis semata, tetapi juga pembentukan akhlak dan pemahaman keimanan yang sesuai dengan fitrah setiap anak.

1.1.6 Perbedaan ABK Temporer dan Permanen dalam Tinjauan Syariah
Dalam kajian pendidikan dan praktik layanan, ABK dapat dibedakan antara:
· Kebutuhan khusus bersifat temporer — kebutuhan yang mungkin bersifat sementara seperti kondisi pasca-trauma atau gangguan perkembangan sementara yang memerlukan layanan temporal.
· Kebutuhan khusus bersifat permanen — kondisi yang konsisten sepanjang hidup seperti gangguan sensorik tetap atau hambatan intelektual yang stabil.
Dari perspektif syariah dan pedagogi Islam, perbedaan ini penting karena memengaruhi strategi pembelajaran, dukungan spiritual, serta penyesuaian ibadah praktis yang sesuai dengan kemampuan individu. Islam memandang kebutuhan provisi spiritual dan edukatif untuk semua kondisi tersebut dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang tidak memandang status permanen atau temporer dari kebutuhan khusus tersebut. IJELS

📌 Catatan metodologis: Semua uraian di atas dapat dikembangkan ke dalam paragraf ilmiah penuh (masing-masing 300–500 kata) jika ditujukan untuk laporan akademik skripsi atau tesis. Aku dapat bantu menuliskan versi lengkap finalnya, termasuk daftar pustaka berformat APA/MLA jika kamu butuhkan. 🙂
ya
Berikut ini adalah isi lengkap BAB I sesuai struktur yang kamu minta, ditulis dengan gaya bahasa ilmiah populer berbahasa Indonesia dan disertai dukungan literatur/jurnal akademik yang valid (dengan sitasi pada akhir paragraf).
**BAB I
KONSEP DASAR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
1.1 Definisi dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
1.1.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Secara Umum
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah dalam pendidikan yang merujuk pada anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda dari anak pada umumnya karena adanya perbedaan kemampuan fisik, sensorik, intelektual, emosional, atau perilaku yang signifikan dan memengaruhi proses belajar. Dalam literatur pendidikan, ABK sering didefinisikan sebagai peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai kompetensi pembelajaran yang optimal sesuai dengan potensi individualnya. Konsep ini menekankan bahwa ABK bukan sekadar “ketidakmampuan”, melainkan kondisi yang memerlukan penyesuaian pembelajaran dan layanan pendukung agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi secara setara. Dalam kajian ABK, istilah tersebut mencakup berbagai profil kebutuhan — mulai dari hambatan sensorik seperti tunanetra dan tunarungu, hambatan intelektual, gangguan perilaku, hingga kelebihan kemampuan khusus — yang semuanya membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dibandingkan peserta didik reguler. 
Secara umum, pengertian ini selaras dengan prinsip pendidikan inklusif global, yang menempatkan kebutuhan belajar individu sebagai dasar untuk merancang layanan pendidikan yang responsif, tanpa mengurangi martabat atau kesempatan untuk berkembang. Journal UHAMKA

1.1.2 Klasifikasi ABK Menurut Standar Pendidikan Modern
Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus menurut standar pendidikan modern umumnya dibagi berdasarkan karakteristik kebutuhan dan kondisi peserta didik, antara lain:
1. Tunanetra (vision impairment) – hambatan penglihatan.
2. Tunarungu (hearing impairment) – hambatan pendengaran.
3. Tunagrahita (intellectual disability) – keterbatasan fungsi intelektual.
4. Tunadaksa (physical disability) – hambatan fisik atau motorik.
5. Gangguan belajar dan perilaku (learning/behavioral disorders) – termasuk autisme atau kesulitan belajar spesifik.
6. Anak berbakat istimewa (giftedness) – anak dengan kemampuan di atas rata-rata yang memerlukan pendekatan berbeda.
Klasifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran, media, dan kurikulum yang efektif untuk setiap kelompok, serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang adil dan setara sesuai kebutuhan anak. Dengan pendekatan diferensiasi seperti ini, layanan pendidikan dapat diadaptasi untuk memaksimalkan potensi siswa tanpa mengurangi martabatnya.

1.1.3 Terminologi ABK dalam Literatur Keagamaan Islam
Dalam literatur keagamaan Islam, istilah “Anak Berkebutuhan Khusus” sebagai terminologi modern sebenarnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik Al-Qur’an atau Hadis, karena istilah pendidikan khusus berkembang sebagai konsep kontemporer. Namun, nilai-nilai dasar ajaran Islam sangat konsisten dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan martabat setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ajaran Islam tidak menempatkan nilai seseorang berdasarkan kemampuan fisik atau intelektualnya, tetapi berdasarkan ketaatan terhadap Allah dan kontribusinya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus secara fitrah adalah bagian integral dari umat yang memiliki martabat, hak pendidikan, dan kesempatan untuk beribadah serta berkontribusi sosial secara penuh. Konsep ini tercermin dalam kajian kontemporer pendidikan Islam yang menegaskan bahwa hak pendidikan dan partisipasi sosial tidak boleh didiskriminasi atas dasar kondisi individu. EduTech Jaya
Kajian semacam ini juga banyak hadir dalam artikel akademik yang mengeksplorasi epistemologi pendidikan inklusif dari perspektif Islam, di mana pendidikan dipandang sebagai proses pengembangan potensi individu secara adil dan merata, tanpa membeda-bedakan latar belakang atau kemampuan. E-Jurnal STAI Muhammadiyah Tulungagung

1.1.4 Batasan dan Cakupan ABK dalam Kajian Fiqih
Dalam kajian fiqih kontemporer, wacana tentang anak berkebutuhan khusus berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memformalkan hak-hak pendidikan dan sosial dalam hukum Islam modern. Kajian tersebut menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat dan layanan sosial yang adil dalam kerangka syariat. Prinsip-prinsip seperti adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) menjadi landasan fiqih yang kuat untuk menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, cakupan ABK dalam kajian fiqih tidak hanya menunjukkan kebutuhan fisiologis atau terapeutik, tetapi juga mencakup hak spiritual, sosial, dan pendidikan agama yang harus dipenuhi. Konsep maqasid al-shariah sendiri menempatkan pendidikan sebagai bagian dari pemeliharaan akal dan martabat manusia, sehingga memenuhi prinsip keadilan pendidikan menjadi kewajiban moral dan hukum dalam Islam. Int J of Social Humanities Science

1.1.5 Memahami Disabilitas dari Sudut Pandang Islam
Dalam perspektif Islam, disabilitas tidak dimaknai sebagai kekurangan nilai kemanusiaan atau dosa, melainkan sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah yang menguji umat-Nya dan memberikan peluang bagi individu serta komunitas untuk menunjukkan ketabahan, kesabaran, dan solidaritas. Dari konteks ini, pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus seharusnya menjadi cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, membentuk akhlak, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Pendidikan semacam ini bukan hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membina nilai-nilai moral dan spiritual yang berlandaskan Islam. Kajian tentang pembelajaran PAI bagi ABK menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan agama yang responsif terhadap kebutuhan siswa, termasuk penggunaan metode dan strategi yang tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran agama secara inklusif dan manusiawi. Jurnal STIK KendaL

1.1.6 Perbedaan ABK Temporer dan Permanen dalam Tinjauan Syariah
Perbedaan antara kebutuhan khusus yang bersifat temporer dan yang bersifat permanen merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan khusus temporer mungkin disebabkan oleh kondisi sementara seperti trauma atau gangguan perkembangan yang bisa pulih seiring waktu, sedangkan kebutuhan khusus permanen mencakup kondisi yang stabil sepanjang hidup, seperti gangguan sensorik atau cacat bawaan. Dalam kerangka syariah, kedua kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian yang adil dan layanan pendidikan yang sesuai, karena tujuan Islam adalah untuk memelihara akal, martabat, dan kesejahteraan setiap individu. Pendekatan pendidikan Islam terhadap kedua kategori ini harus mampu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran, termasuk penguatan pendidikan agama yang relevan dengan kondisi masing-masing anak, sehingga setiap anak mendapatkan hak pendidikan dan kesempatan spiritual serta sosial yang setara. 
1.2 Kedudukan dan Hak-hak ABK dalam Islam
1.2.1 ABK Sebagai Amanah dan Ujian dari Allah SWT
Dalam perspektif Islam, anak berkebutuhan khusus bukan sekadar fenomena sosial atau medis, tetapi merupakan amanah dan ujian dari Allah SWT kepada keluarga dan masyarakat. Konsep ini bersumber pada pemahaman bahwa segala sesuatu dalam kehidupan adalah ketetapan Ilahi (qadha’ wa qadar) yang membawa hikmah, baik bagi yang diuji secara langsung maupun lingkungan sosialnya. Dengan demikian, keberadaan anak berkebutuhan khusus harus diposisikan bukan sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk menunaikan kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran (sabr), serta mengembangkan empati (*) dan solidaritas (ukhuwah) dalam komunitas Muslim.
Para peneliti pendidikan Islam menegaskan bahwa Islam memandang anak secara umum sebagai titipan Allah yang harus dilindungi dan diberdayakan, termasuk anak berbakat atau yang memiliki keterbatasan tertentu. Pendekatan demikian mencerminkan prinsip Islam tentang pemuliaan manusia dan martabat tiap individu, tanpa memandang kondisi atau kemampuan fisik dan mentalnya. Pendekatan ini kemudian menjadi landasan etis bagi layanan pendidikan dan dukungan sosial bagi ABK dalam komunitas Muslim
1.2.2 Kesetaraan Martabat Kemanusiaan (Karāmah Insāniyah) ABK
Islam menekankan kesetaraan martabat setiap manusia (karāmah insāniyah) sebagai bagian dari nilai fundamental agama. Semua manusia, termasuk ABK, diberi martabat yang sama di hadapan Allah dan memiliki hak untuk hidup bermartabat. Nilai ini tercermin dalam ajaran yang menolak diskriminasi, merendahkan, atau mengucilkan seseorang karena perbedaan kondisi fisik atau mental. Pandangan inklusif ini sejalan dengan epistemologi Islam yang memandang keberagaman kondisi manusia sebagai bagian dari sunatullah (ketentuan Allah) dalam hubungan sosial, sehingga setiap individu — apapun perbedaannya — layak dihormati dan diberdayakan. E-Jurnal STAI Muhammadiyah Tulungagung
Kesetaraan martabat ini juga menjamin bahwa ABK layak terlibat dalam aktivitas sosial dan pendidikan secara adil tanpa stigmatisasi yang sering muncul di masyarakat. Pendekatan Islam ini mencerminkan harmonisasi antara nilai universal hak asasi manusia dengan prinsip moral dan spiritual Islam yang kuat. Gubug Jurnal

1.2.3 Hak ABK untuk Hidup Layak dan Sejahtera
Hak atas kehidupan layak dan sejahtera merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi semua manusia termasuk ABK. Dalam Islam, hak ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisiologis seperti pangan, sandang dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual. Islam menempatkan hak untuk hidup layak sebagai bagian dari pemeliharaan akal (hifzh al-‘aql) dan pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs), yang merupakan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī‘ah). Melalui pendekatan maqasid ini, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial bagi ABK menjadi bagian dari pemenuhan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan umat secara menyeluruh. 
Pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap ABK dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari merupakan manifestasi nyata dari prinsip Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) individu dan masyarakat. 

1.2.4 Hak ABK Atas Perlindungan dan Keamanan
Selain hak hidup layak, ABK memiliki hak atas perlindungan dan keamanan dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Islam secara tegas mengutamakan prinsip perlindungan terhadap orang-orang yang lemah (al-da‘fā’) dan menempatkan kewajiban menjaga mereka sebagai tanda keadilan (‘adl) dan kasih sayang (rahmah). Dalam konteks pendidikan dan sosial, perlindungan ini mencakup perlakuan adil tanpa kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan stigma yang sering dihadapi ABK. Pendekatan ini juga sejalan dengan konvensi hak penyandang disabilitas & hukum nasional yang mengatur hak-hak khusus anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. 
Model layanan pendidikan inklusif yang adil dan aman merupakan wujud nyata dari hak ini, di mana pendidikan dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik termasuk ABK demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan. 

1.2.5 Hak ABK untuk Mendapatkan Pendidikan
Perspektif Islam sangat menghargai pendidikan sebagai bagian dari pemeliharaan akal dan pembentukan karakter (tarbiyah). Oleh karena itu, hak ABK untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi mereka sebagai manusia dan sebagai bagian dari komunitas Muslim secara lebih luas. Tidak hanya pendidikan umum, tetapi pendidikan termasuk pendidikan agama Islam (PAI) harus diakses oleh ABK dengan pendekatan yang disesuaikan agar mereka dapat memahami ajaran agama, membentuk karakter religius, serta mengembangkan kompetensi sosial dan spiritual mereka. 
Ajaran Islam tidak membedakan peserta didik berdasarkan kondisi tubuh atau mentalnya; semua orang berhak menuntut ilmu dan mendapatkan bimbingan ilmu agama sesuai dengan kapasitasnya. Konsep ta‘līm dalam Islam menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi semua muslim, yang juga relevan untuk ABK melalui pendekatan inklusif, diferensiasi instruksi, dan adaptasi kurikulum. 

1.2.6 Kewajiban Masyarakat dan Negara terhadap ABK
Dalam Islam, tanggung jawab pendidikan dan kesejahteraan ABK tidak hanya dibebankan pada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat dan negara sebagai institusi sosial yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga hak-hak warga negaranya. Syariah Islam mengatur prinsip keadilan sosial (‘adl), di mana masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh ABK dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Negara dalam konteks modern diharapkan menyediakan kebijakan dan layanan publik untuk memenuhi hak ini, termasuk layanan sekolah inklusif, dukungan pendidikan adaptif, serta fasilitas sosial yang meminimalkan hambatan akses. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Islam yang mendorong maslahah umum (kepentingan bersama) dan perlindungan terhadap mereka yang lemah dan rentan dalam masyarakat. 
Keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa hak-hak ABK terpenuhi secara menyeluruh, serta tercipta masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab
Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD (Rencana Induk Penyandang Disabilitas). Melalui regulasi ini pemerintah mengupayakan berbagai program dan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas.
Dalam kaitan ini, secara eksplisit perspektif semangat yang dikembangkan, sebagaimana disuarakan dalam forum 12th International & Conference on Special Education In South East Asia Region (ICSAR) di Bali pada 2021, mengarah pada komitmen dan layanan terhadap disabilitas yang dipandang merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban sebuah bangsa. Komitmen yang disampaikan dalam konteks Hari Disabilitas Internasional ini tentu saja mulia sebagai niat, terlebih dengan slogan yang terkait kemajuan peradaban bangsa.
Namun demikian, hal tersebut patut didalami lebih jauh dari sudut aspek implementasinya, misalnya dalam konteks layanan pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pasalnya, Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus mengalami tantangan yang tidak mudah, jika bukan malah lebih sering berupa kealpaan berbagai pihak terkait.
Salah satu kendala serius tentang ABK dalam kaitannya dengan PAI adalah pandangan stigmatis tentang ABK. Mereka masih dipandang sebagai problem sosial dan cenderung hanya dilihat sebagai beban masyarakat. Secara umum, pendapat masyarakat mengenai ABK masih berkutat pada asumsi penyandang disabilitas sebagai masalah medis dan masalah sosial (Wari Setiawan, 2018). Beberapa permasalahan lain terkait PAI bagi anak berkebutuhan khusus terus membayangi.
Pertama, ketidaktepatan cara pandang terhadap keberagaman ABK terutama pada anak Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan berbagai tipenya. Perlakuan dan layanan pendidikan agama Islam yang diberikan kepada ABK tidak bisa disamaratakan karena terdapat perbedaan karakter dan status ketunaan. 
Kedua, partisipasi yang lemah dari lingkungan ABK untuk memperhatikan urgensi pembelajaran bagi ABK di SLB dan pola pembelajaran agama Islam di dalamnya. Hal ini terkait dengan faktor tingkat pemahaman dan kualitas dukungan lingkungan pembelajaran bagi ABK. Hal ini diperburuk dengan statistik kondisi disabilitas dan kepesertaan mereka dalam jalur pendidikan formal.
Menurut data statistik Kemenko Kesra, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%, sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dalam perbandingan tersebut, terlihat bahwa jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Masih pada tahun yang sama, data Kemendikbu Ristek menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan begitu, persentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%. Jumlah ini jelas masih sangat sedikit dari ABK yang seharusnya dilayani oleh pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. 
Selain itu, di luar problem akses dan sebaran layanan SLB, saat ini terdapat 2.550 SLB dengan dukungan 499 guru PAI. Artinya, di tengah tingkat kesulitan mengajar PAI dan mendampingi ABK, seorang guru PAI SLB harus melayani setidaknya 5 ABK. 
Ketiga, kendala implementasi kebijakan yang mengatur pendidikan pada SLB, terutama terkait dengan Pendidikan Agama Islam. SLB berada di bawah koordinasi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sementara pendidikan agama islam berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Dalam beberapa hal, relasi ini turut menjadi kendala dalam akselerasi substansi pengajaran PAI pada SLB. 
Keempat, belum terbentuknya ekosistem tenaga pendidik PAI bagi ABK. Para pendidik PAI bagi SLB idealnya hadir dari kancah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun, keberadaan kelas atau program khusus yang fokus pada pengajaran PAI bagi SLB masih timbul tenggelam dan akhirnya belum lagi ada kini. Kondisi ini terang menyulitkan bagi berbagai pihak terkait untuk memberikan layanan PAI bagi ABK. Mengajar PAI bagi anak ABK tentu saja berbeda dengan siswa normal.
Karenanya, dibutuhkan kompetensi khusus untuk menanganinya. Tiadanya jalur pendidikan khusus yang menangani PAI bagi ABK tentu saja menjadi hambatan serius, padahal penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik. Hal itu telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Berbagai pekerjaan rumah dalam layanan PAI bagi ABK tersebut berjalan seiring dengan problem lain, yakni pelecehan terhadap penyandang disabilitas, terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkompeten, kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah, serta belum maksimal tersedianya media pembelajaran yang aksesibel.
Dalam sengkarut tantangan tersebut, mau tidak mau komitmen pemerintah baik pusat ataupun daerah diuji untuk mewujudkan pembudayaan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan baik lingkup pengambil kebijakan, perguruan tinggi keagamaan Islam, sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Belakangan, program pendidikan inklusi dan layanan bagi disabilitas secara umum terus digalakkan disertai dukungan berbagai regulasi terkait. Modalitas seperti ini rasanya memenuhi kecukupan untuk desain dukungan dan layanan bagi penyandang disabilitas pada umumnya dan ABK di SLB pada khususnya, termasuk layanan Pendidikan agama Islam di dalamnya. Meski begitu, berbagai kendala dan tantangan yang telah tersebut di atas patut menjadi titik pijak bangunan kebijakan dan praktik baik yang perlu dilakukan. 
Dalam upaya demikian, semua pihak harus menyadari salah satu slogan yang sering disuarakan bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disablitas secara umum, yakni nothing about us without us. Dalam pengertian ini, layanan bagi penyandang disabilitas dalam konsep dan praktik harus melibatkan mereka dari awal agar desain dan ketepatan targetnya terukur dengan optimal dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Teologis (Al-Qur’an dan Hadis) tentang ABK
Pendekatan teologis Islam terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berakar kuat pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW — sebagai dua sumber utama syariat Islam — yang menekankan nilai universal kemanusiaan, inklusivitas, kesetaraan hak, serta rahmat bagi seluruh makhluk. Kerangka ini penting untuk menempatkan ABK secara benar dalam perspektif keagamaan Islam, sekaligus menjadi dasar etis pendidikan dan partisipasi sosial mereka.

1.3.1 Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Ciptaan yang Beragam
Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam kondisi, kemampuan, dan perbedaan sebagai bagian dari hikmah penciptaan. Realitas keberagaman ini termasuk kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda antar individu, dan Al-Qur’an menyatakan bahwa derajat manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau sosial, tetapi oleh ketakwaan dan iman. Nilai universal ini membentuk landasan teologis agar umat Islam mengakui martabat dan hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi, termasuk terhadap penyandang disabilitas atau ABK dalam konteks pendidikan dan sosial. Studi akademis tafsir Al-Qur’an modern mengungkapkan bahwa teks-teks Ilahi membimbing umat untuk memperlakukan semua manusia secara adil dan inklusif. 


1.3.2 Tafsir Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Disabilitas (e.g., Q.S. Abasa)
Surah ʿAbasa (80:1-10) dalam Al-Qur’an sering dianggap sebagai salah satu ayat yang relevan dalam konteks pemahaman Islam terhadap disabilitas. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdialog dengan beberapa pemuka Quraisy, sementara seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang tunanetra, datang meminta pembelajaran ajaran Islam. Reaksi awal Nabi yang memalingkan wajah dianggap sebagai peristiwa pembelajaran moral, kemudian ditegur oleh Allah SWT melalui wahyu untuk selalu memberikan perhatian yang adil kepada siapa pun yang ingin belajar, tanpa memandang kondisi fisik atau status sosial orang tersebut. Tafsir modern menekankan bahwa kasus ini menunjukkan prinsip inklusi dan kesetaraan hak dalam pendidikan dan pembelajaran, termasuk hak ABK untuk memperoleh pengetahuan agama. 

1.3.3 Hadis-hadis Nabi tentang Perlakuan Adil kepada Semua Golongan
📌 1. Keutamaan Orang-orang yang Berbuat Adil
📜 Nabi ﷺ bersabda bahwa orang-orang yang berbuat adil berada di sisi Allah di atas mimbar cahaya, baik mereka adil dalam hukum, keluarga, maupun dalam tugas yang diberikan kepada mereka. 
👉 Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sifat yang sangat mulia di mata Allah dan berlaku secara umum tanpa membedakan golongan tertentu. 

📌 2. Hadis tentang Pemimpin yang Adil
📜 Nabi ﷺ menyebutkan pemimpin yang adil sebagai salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi Allah pada Hari Kiamat, bersama dengan hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh lainnya (mis. orang muda yang beribadah, orang yang saling mencintai karena Allah, dll.). 
👉 Ini menggarisbawahi pentingnya pemimpin yang berlaku adil kepada semua orang, tidak memihak satu golongan terhadap yang lain. 

📌 3. Contoh Keadilan Rasulullah ﷺ dalam Penegakan Hukum
📜 Nabi ﷺ menolak intervensi untuk melanggar hukum Allah meskipun permintaan datang dari sahabat dekat, ketika seorang wanita bangsawan ingin dihindarkan dari hukuman karena statusnya. Rasulullah ﷺ memberi tahu bahwa hukum tidak boleh diubah hanya karena status sosial. 
👉 Ini menjadi teladan bahwa hukum dan keadilan harus diterapkan secara sama kepada semua golongan, baik kaya maupun miskin, dekat maupun jauh. 

📌 4. Hadis tentang Melarang Zalim
📜 Dari Nabi ﷺ diriwayatkan bahwa Allah berfirman (dalam Hadis Qudsi):
“Sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi…” Muslim.sg
👉 Ini menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap siapapun, termasuk golongan yang berbeda pandangan, status, atau keadaan. 

📌 5. Hadis tentang Kesetaraan dan Kemanusiaan
📜 Ajaran Nabi ﷺ juga mengandung prinsip bahwa semua manusia setara di hadapan hukum dan keadilan; tidak seorang pun yang boleh diperlakukan berbeda karena kekayaan, keturunan, atau status sosial. Hal ini tercermin dalam praktik beliau selama di Madinah dan penekanan pada keadilan universal. Radar Seluma
👉 Prinsip ini merupakan fundasi moral Islam untuk sikap adil terhadap semua golongan, termasuk minoritas, non-Muslim yang hidup damai bersama kaum Muslim, serta orang-orang lemah secara sosial.
Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh konkret mengenai perlakuan adil terhadap semua golongan manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Nabi tidak hanya mengajarkan prinsip adil dan kasih sayang secara umum, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Nabi menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra, sebagai imam shalat di Masjid Nabawi saat beliau bepergian, suatu penghormatan yang menunjukkan bahwa kemampuan dan kedalaman iman lebih menentukan peran sosial daripada kemampuan fisik. Selain itu, dalam satu hadis diriwayatkan bahwa seorang sahabat tuna netra datang kepada Nabi menanyakan dispensasi dalam beribadah — tetapi Nabi mendorong partisipasinya dalam shalat berjamaah selama ia mampu mendengar panggilan adzan, menegaskan bahwa hak dan partisipasi tidak dibatasi oleh keterbatasan fisik. 

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip keadilan universal yang berlaku bagi semua golongan tanpa pandang bulu, baik dalam kepemimpinan, penegakan hukum, maupun interaksi sosial sehari-hari. 
Berikut adalah beberapa hadis kunci tentang perlakuan adil kepada semua golongan:
1. Keadilan dalam Penegakan Hukum (Tanpa Pengecualian)
Salah satu teladan paling tegas dari Nabi Muhammad SAW mengenai keadilan adalah dalam penegakan hukum, di mana status sosial seseorang tidak memengaruhi keputusan hukum. 
Diriwayatkan dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena jika orang terhormat (kaya/berkedudukan) di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukumnya). Namun jika orang lemah (miskin/rakyat biasa) di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum (had) atasnya. Demi Allah, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). 
Hadis ini secara eksplisit melarang diskriminasi dalam hukum berdasarkan kedudukan atau golongan.
2. Kewajiban Berlaku Adil Secara Umum
Nabi SAW mengajarkan bahwa keadilan adalah perintah fundamental yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam memimpin dan berinteraksi. 
"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang berlaku adil dalam memimpin." (HR. Bukhari dan Muslim). 
"Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan." (HR. Thabrani). 
3. Keadilan Terhadap Non-Muslim dan Musuh
Ajaran Islam melarang keras ketidakadilan, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan atau dianggap musuh. Perlakuan adil harus diberikan kepada siapa pun. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 yang memerintahkan: 
"...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...". 
Nabi Muhammad SAW mencontohkan prinsip ini dalam banyak kesempatan, memastikan hak-hak semua penduduk, termasuk non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam, terpenuhi.


4. Larangan Kezaliman dan Pentingnya Kesetaraan
Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kezaliman (ketidakadilan) adalah kegelapan di hari kiamat dan seluruh umat manusia akan menanggung akibat jika ketidakadilan dibiarkan. 
"Jika manusia melihat seorang penzalim dan tidak menghentikannya, maka Allah akan menghukum mereka semua." (HR. Tirmidzi & Abu Dawud). 
"Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, dan ayah kalian satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak juga bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak juga bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, tidak juga bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa." (Hadis dalam Musnad Imam Ahmad). 
Kesimpulannya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa keadilan adalah kewajiban mutlak yang melampaui sekat-sekat suku, status, atau agama, dan merupakan pilar utama dalam masyarakat yang beradab dan bertakwa.

1.3.4 Kisah-kisah Sahabat Nabi yang Memiliki Kebutuhan Khusus
1. Abdullah bin Ummi Maktum (tunanetra)
Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu contoh yang paling sering disebut dalam literatur sirah (biografi Nabi) sebagai sosok sahabat Nabi yang hidup dengan keterbatasan fisik namun diberi peran penting dalam masyarakat Muslim. Ia adalah muadzin (pemberi adzan) dan dipercaya oleh Nabi serta khalifah berikutnya sebagai pemimpin shalat dan setelah itu memegang jabatan pemerintahan saat Nabi bepergian. Kisah beliau menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berkontribusi penuh dalam kehidupan umat Islam. Keutamaan beliau bukan diukur dari kondisi tubuh tetapi dari ketaatan, pengetahuan, dan kemampuan menjalankan tugas sosial. Peristiwa turunnya surah ʿAbasa juga mengabadikan pembelajaran tentang sikap inklusif terhadap individu yang memiliki kebutuhan khusus dalam ranah pendidikan dan dakwah. 
Beliau adalah sahabat Nabi yang buta sejak lahir.
· Abdullah bin Ummi Maktum pernah datang kepada Nabi ﷺ untuk belajar, sementara Nabi sedang berdakwah kepada para pemuka Quraisy.
· Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Surah ‘Abasa (QS 80:1–10), sebagai teguran lembut dari Allah kepada Nabi ﷺ agar tidak mengabaikan orang yang sungguh-sungguh ingin mendapat petunjuk, meskipun ia memiliki keterbatasan.
· Setelah itu, Nabi ﷺ sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum:
· Menjadikannya muazin bersama Bilal
· Beberapa kali mengangkatnya sebagai pemimpin Madinah saat Nabi bepergian
👉 Pelajaran: Keterbatasan fisik tidak menghalangi kedudukan mulia di sisi Allah.


2. Mu‘adz bin Jabal (memiliki gangguan bicara ringan – menurut sebagian riwayat)
Sebagian ulama menyebutkan bahwa Mu‘adz memiliki pelafalan yang tidak sempurna, namun hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi:
· Ulama besar di kalangan sahabat
· Orang yang paling memahami halal dan haram, sebagaimana pujian Nabi ﷺ
👉 Pelajaran: Ilmu dan ketakwaan jauh lebih penting daripada kesempurnaan fisik.

3. Amr bin Al-Jamuh (pincang)
Amr bin Al-Jamuh memiliki kaki pincang.
· Secara syariat, beliau dibolehkan tidak ikut berperang.
· Namun karena keimanannya yang kuat, ia memohon kepada Nabi ﷺ agar diizinkan ikut Perang Uhud.
· Ia akhirnya gugur sebagai syahid, dan Nabi ﷺ menyebutkan bahwa beliau berjalan di surga tanpa pincang.
👉 Pelajaran: Semangat dan keikhlasan dapat mengangkat derajat seseorang.

4. Julaybib (memiliki kondisi fisik yang tidak “ideal”)
Julaybib digambarkan sebagai sahabat yang:
· Bertubuh pendek
· Tidak menarik secara fisik
· Kurang diterima secara sosial
Namun Nabi ﷺ:
· Mencarikan jodoh untuknya
· Sangat memuliakannya
· Setelah ia gugur dalam peperangan, Nabi ﷺ berkata:
“Ia dariku, dan aku darinya.”
👉 Pelajaran: Nilai seseorang di sisi Allah bukan pada rupa, tetapi iman dan amal.

1.3.5 Implikasi Keyakinan Qada’ dan Qadar terhadap Penerimaan ABK
Dalam teologi Islam, konsep qada’ dan qadar mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT — termasuk kondisi fisik, mental, dan tantangan hidup seseorang. Konsep ini tidak dipahami sebagai ketidakberdayaan atau stigma, tetapi sebagai bagian dari ketetapan Allah yang membawa hikmah dan peluang pertumbuhan spiritual. Keyakinan ini memberi landasan kuat bagi umat Islam untuk menerima ABK sebagai bagian dari umat yang memiliki hak dan martabat setara serta peluang yang sama untuk berkembang, termasuk dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam studi Islam kontemporer, pendekatan ini dipahami sebagai cara untuk menginternalisasi inklusivitas, menghormati keragaman ciptaan, dan memaknai perbedaan sebagai bagian dari ujian dan rahmat Allah. 
1.3.6 Spirit Ajaran Islam tentang Rahmat bagi Semua Makhluk
Ajaran Islam memandang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil ‘alamin — yakni rahmat bagi seluruh alam — sebuah prinsip yang mencerminkan bahwa kasih sayang dan rahmat Allah SWT harus meresap dalam sikap dan perilaku umat Islam terhadap semua makhluk, termasuk ABK. Spirit ini mendorong pembentukan masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan inklusif, tidak hanya dalam ranah teori tetapi juga praktik sosial dan pendidikan. Nilai ini didukung oleh banyak ayat Al-Qur’an dan hadis yang mengajak umat untuk bersikap penuh belas kasih kepada sesama, menjaga hak-hak mereka, serta menolak diskriminasi. Islamic education research sering menekankan bahwa pendidikan agama Islam menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai rahmat dan inklusivitas kepada seluruh peserta didik, tanpa kecuali. 
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